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Sesuai dengan ketentuan Pasal 127 
Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 
Tentang Perseroan Terbatas, maka dengan ini 
diumumkan perihal pengalihan sebagian 
besar saham perseroan PT. CAHAYA ALAM 
BERSAMA, berkedudukan di Kota 
Administrasi Jakarta Timur, kepada Pihak 
pemegang saham yang baru, yang 
mengakibatkan beralihnya sebagian besar 
saham milik perusahaan.

Sehubungan dengan hal tersebut di atas bagi 
pihak-pihak yang berkepentingan atau 
berkeberatan atas peralihan saham tersebut 
dapat mengajukan keberatan secara tertulis 
disertai alasannya kepada Direksi Perseroan 
dalam waktu 14 hari.

Jakarta, 6 Juni 2024
Direksi dan Pemegang Saham

SIAP DIGELAR 12 JUNI‐14 JULI 2024

INTERNATIONAL MEDIA, JUMAT 7 JUNI 2024
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AKSI DEMO
MENOLAK TAPERA

Buruh dari Konfederasi 
Serikat Pekerja Indo-
nesia (KSPI) meng ikuti 
aksi di kawasan Pa-
tung Kuda, Jakarta, 
Kamis (6/6). Aksi ra-
tusan buruh tersebut 
salah-satunya menolak 
program Tapera.

Hambatan pertama yang akan dihadapi 
Kaesang yakni resistensi publik terha-
dap campur tangan dari penguasa di 
balik majunya di Pilkada Jakarta.

kah politik putra Presiden 
Joko Widodo (Jokowi) itu.

“Pertama, mulai tampak 
resistensi publik terhadap 
cawe-cawe penguasa yang 
merusak fairness dalam ber-
demokrasi. Masyarakat juga 
marah terhadap makin su-
burnya politik dinasti,” kata 
Zaki.

Selain itu, Zaki berpan-
dangan bahwa beberapa par-
tai politik (parpol) saat ini 
semakin mandiri. Mereka 
menjaga jarak dengan Jokowi 
yang usia kekuasaannya akan 
berakhir.

“Sementara pengaruh 
Jokowi juga semakin ber-
kurang. Parpol-parpol, ter-
masuk pengusung Prabowo 
Subianto-Gibran Rakabu-

JAKARTA (IM) - Peng-
amat politik dari Universitas 
Islam Negeri (UIN) Jakarta, 
Zaki Mubarak menilai, akan 
ada hambatan jika benar 
Ketua Umum PSI Kaesang 
Pangarep maju di Pemilihan 
Kepala Daerah (Pilkada) Ja-
karta.

Dengan demikian, proses 
Kaesang untuk menjadi calon 
orang nomor satu di Jakarta 
tidak akan mulus. “Menurut 
saya (jika benar maju Pilkada 

Jakarta), prosesnya bakal ti-
dak mulus,” ujar Zaki, Kamis 
(6/6).

Menurut Zaki, hambatan 
pertama yang akan dihadapi 
Kaesang yakni resistensi pu-
blik terhadap campur tangan 
dari penguasa di balik maju-
nya di Pilkada Jakarta.

Terlebih adanya putus-
an Mahkamah Agung yang 
meng ubah syarat usia calon 
kepala daerah hingga diang-
gap untuk memuluskan lang-

ming Raka, mulai berjalan 
dengan agenda sendiri, tidak 
mau terlalu direcoki oleh 
kepentingan pribadi Pak 
Jokowi,” kata Zaki.

Belum lagi, kata Zaki, 
Prabowo sebagai  Ketua 
Umum Partai Gerindra me-
minta Wakil Ketua Umum 
Partai Gerindra, Budisatrio 
Djiwandono untuk melan-
jutkan perjuangan sebagai 
anggota Dewan Perwakilan 
Rakyat (DPR). Untuk diketa-
hui, nama Budisatrio belum 
lama ini digadang-gadang 
akan bersanding dengan Kae-
sang untuk Pilkada Jakarta.

“Keputusan Prabowo 
yang meminta Budisatrio 
Djiwandono tak maju Pil-
gub dan tetap di parlemen, 
menegaskan penolakannya 
terhadap Kaesang yang coba 
diplot mendampingi Budi 

sebagai Cawagub di Pilgub 
DKI Jakarta nanti,” kata Zaki. 
Sebelumnya, Ketua Harian 
DPP Partai Gerindra, Sufmi 
Dasco Ahmad mengunggah 
foto Budisatrio Djiwandono 
bersanding dengan Kaesang 
Pangarep di postingan media 
sosial Instagram pribadinya 
@sufmi_dasco pada Rabu 
(29/5).

Pada foto tersebut ter-
dapat tulisan bahwa Budisa-
trio, sebagai calon gubernur 
Jakarta dan Kaesang, sebagai 
calon gubernur Jakarta. Di 
sisi lain pada postingan Dac-
so, tertulis juga pada poster 
tersebut yakni “For Jakarta 
2024”. Kaesang kini dapat 
maju sebagai calon gubernur 
dan wakil gubernur setelah 
MA mengubah aturan terkait 
syarat usia calon kepala dae-
rah.  yan

Jika Kaesang Maju Pilkada Jakarta,
Prosesnya Tak Akan Mulus

JAKARTA (IM) - Satu an 
Polisi Pamong Praja (Satpol 
PP) DKI Jakarta menyatakan 
denda Rp 50 juta tidak lang-
sung dikenakan pada warga 
yang di rumahnya ditemukan 
jentik nyamuk aedes aegypti 
atau vektor demam berdarah 
dengue (DBD).

“Tidak benar, kami lang-
sung mengenakan sanksi 
denda Rp 50 juta kepada 
warga yang rumahnya ke-
dapatan jentik, ada tahapan-
nya,” kata Kepala Satpol PP 
DKI Jakarta, Arifi n melalui 
keterangan tertulis di Ja-
karta, Kamis (6/6).

Pernyataan ini melurus-
kan informasi yang beredar 
di media bahwa Satpol PP 
langsung menerapkan denda 
Rp 50 juta pada warga yang 
rumahnya ditemukan jentik 
nyamuk. Arifin merujuk 
pada Peraturan Daerah DKI 
Jakarta Nomor 6 Tahun 
2007 tentang Pengendalian 
Penyakit Demam Berdarah 
Dengue yang menyatakan 
pencegahan penyakit DBD 
merupakan tanggung jawab 
pemerintah daerah (pemda) 
dan masyarakat.

Hal itu melalui upaya 
pemberantasan sarang nya-
muk (PSN) 3M (me nguras, 
me nutup, mengubur) plus, 
pemeriksaan jentik berkala 
(PJB), memantau penyebaran 
penyakit (surveilans), dan 
sosialisasi. Terkait penang-

gulangan DBD yang juga 
merupakan tanggung jawab 
pemda dan masyarakat di-
lakukan melalui penyelidi-
kan epidemiologi berupa 
pelacakan kasus pasien DBD, 
penanggulangan kasus, peng-
abutan (fogging) massal, dan 
pena nganan kasus.

Apabila warga melanggar 
ketentuan PSN dan tempat 
tinggalnya ditemukan jentik 
nyamuk, perda memang me-
nyatakan pemberian sanksi. 
Adapun sanksi ini sifatnya 
bertahap dimulai, teguran 
tertulis, teguran tertulis dii-
kuti pemberitahuan kepada 
warga melalui penempelan 
stiker di pintu rumah, dan 
denda paling banyak Rp 50 
juta atau pidana kurungan 
paling lama 2 bulan.

“Dalam perda tersebut 
memuat aturan dan kewa-
jiban bagi seluruh masyara-
kat untuk berperan aktif  
melakukan upaya bersama 
dalam rangka pencegahan 
DBD, termasuk kewajiban 
bagi perangkat daerah ter-
kait,” jelasnya.

Satpol PP DKI Jakarta, 
imbuh Arifi n, berkomitmen 
menyosialisasikan kembali 
Perda Nomor 6 Tahun 2007 
tentang Pengendalian Pe-
nyakit Demam Berdarah 
Dengue (DBD) ini secara 
utuh kepada masyarakat.

Sementara itu, Pemprov 
DKI Jakarta melalui Dinkes 
Jakarta menggencarkan PSN 
untuk mencegah mere-
baknya DBD yang telah 
mengakibatkan enam orang 
meninggal dunia sejak Janu-
ari hingga 16 April 2024.

Dinkes DKI Jakarta 
mencatat hingga 16 April 
2024, jumlah kasus DBD se-
banyak 3.875 dengan perin-
cian Januari sebanyak 310 
kasus, Februari 767 kasus, 
Maret 2.163 kasus, dan April 
sebanyak 635 kasus.  yan

Denda Jentik Nyamuk di
Jakarta Diterapkan Bertahap

JAKARTA (IM) - Event 
akbar Jakarta Fair Kemay-
oran 2024 akan digelar 12 
Juni hingga 14 Juli 2024. 
Sebagai ajang arena pam-
eran dan hiburan terbesar 
se-Asia Tenggara, Jakarta 
Fair Kemayoran akan digelar 
dengan nuansa baru dan sa-
jian acara yang lebih menarik 
dari penyelenggaraan tahun-
tahun sebelumnya.

Jakarta Fair Kemayoran 
adalah arena festival dan 
pameran perdagangan ter-
besar yang merupakan eta-
lase ajang promosi berbagai 
produk unggulan. Ajang ini 
secara khusus digelar dalam 
rangka memeriahkan HUT 
DKI Jakarta yang menginjak 
usianya yang ke-497 pada ta-
hun ini sekaligus merupakan 
penyelenggaraan Jakarta Fair 
yang ke-55 kalinya sejak per-
tama kali diselenggarakan 
pada tahun 1968 silam.

“Event ini turut berkon-
tribusi dalam hal keterse-
diaan lapangan pekerjaan 
dan juga kesempatan bagi 
para pelaku usaha tanah 
air untuk turut andil dalam 
memajukan potensi ino-
vasi serta kreativitas produk 
dalam negeri,” kata Market-
ing Director PT. Jakarta 
International Expo Ralph 
Scheunemann saat Konfer-
ensi Pers di JIExpo Kemay-
oran, Jakarta, Kamis (6/6).

Jakarta Fair Kemayoran, 
lanjut Ralph, merupakan 
ajang pameran multiproduk 
terbesar dengan area pam-
eran yang sangat strategis 
dan mudah diakses karena 
letaknya yang berada di 
pusat Kota Jakarta. “Event 
ini diharapkan akan menjadi 
tujuan utama wisata ber-
belanja serta berlibur bagi 
masyarakat,” tambahnya.

Gelaran Jakarta Fair 
Kemayoran tahun ini dii-
kuti oleh 2.550 perusahaan 
peserta yang terdiri dari 
1.550 stan yang memamer-
kan berbagai produk unggu-
lan. Para peserta berasal dari 
berbagai skala usaha baik 
perusahaan multinasional, 
usaha besar, menengah, 
dan kecil, BUMN, serta an-
jungan pemerintah provinsi 
dan kabupaten dari ber-
bagai penjuru tanah air, 
dengan komposisi presen-
tase peserta yakni 60% dari 
sektor swasta dan 40% dari 
sektor UMKM. Pada peny-
elenggaraan tahun ini juga 

melibatkan para pengusaha 
kecil, mikro, dan koperasi 
dari berbagai provinsi di 
Indonesia yang akan men-
empati Hall-B3 dan Hall-C3 
dan juga tersebar di berbagai 
titik di seluruh penjuru arena 
pameran.

 
Konser Musik Jakarta Fair

Pada tahun ini konser 
musik Jakarta Fair akan dige-
lar rutin selama 32 hari kecu-
ali pada saat malam takbiran 
Idul Adha. Salah satu keuni-
kan konser musik Jakarta 
Fair yakni menampilkan 
sajian musik lintas genre, 
mulai dari Rock, Pop, Jazz, 
Folk, Dangdut, Koplo, Reg-
gae, Alternative, hingga 
musik punk.

Sejumlah band dan mu-
sisi top papan atas Indonesia 
dijadwalkan akan tampil di 
Konser Musik Jakarta Fair 
2024 di antaranya adalah 
Slank, Fourtwnty, Tipe-X, 
Superman is Dead, Last 
Child, The Sigit, The Ad-
ams, NDX AKA, Fiersa 
Besari, Maliq n D’Essentials, 
Tonny Q, Feel Koplo, dan 
masih banyak lagi.

Peningkatan Sarana dan 
Prasarana Demi Kenya-
manan Pengunjung

P i h a k  Pe m e r i n t a h 
Provinsi DKI Jakarta juga 
telah memberikan dukun-
gannya dalam hal trans-
portasi umum yang dapat 
digunakan masyarakat untuk 
menuju ke area Jakarta Fair, 
yakni dengan dibukanya 
empat rute khusus Trans 
Jakarta yang menuju area 
Jakarta Fair Kemayoran di 
antaranya:

* Rute PRJ 1 : Cilitan - 
JIEXPO Kemayoran

* Rute PRJ 2 : Matraman 
Baru - JIEXPO Kemayoran

* Rute PRJ 3 : Pulo Ga-
dung 1- JIEXPO Kemay-
oran

* Rute 2 C : Balai Kota – 
JIEXPO Kemayoran

Sejumlah peningkatan 
berupa sarana dan prasarana 
juga dilakukan oleh panitia 
penyelenggara untuk terus 
meningkatkan kualitas ke-
nyamanan dan keamanan 
bagi seluruh pengunjung.

Jakarta International 
Expo juga bekerja sama 
dengan berbagai pihak ter-
kait untuk berusaha me-
ningkatkan keamanan dan 
kelancaran arus menuju ke 
area Jakarta Fair.  yan

Jakarta Fair Hadirkan Nuansa baru
dan Sajian Acara yang Lebih Menarik

PENGUMUMAN 

Berdasarkan akta Pernyataan  
Keputusan Rapat tertanggal 05 Juni 
2024 No. 305, yang dibuat di 
h a d a p a n  N o t a r i s  S u g e n g  
Purnawan, S.H., Telah diambil  
keputusan untuk membubarkan 
Perseroan Terbatas PT. MEGAH 
PERDANA SUKSES, berkedudukan 
di Jakarta Barat. 
Demikian pengumuman ini dibuat 
atas kesepakatan bersama. 

Direksi 
PT. MEGAH PERDANA SUKSES 

 

JAKARTA (IM) - Ketua 
Dewan Pimpinan Cabang 
(DPC) Partai Demokrat  Ja-
karta Pusat, Taufi qurrahman, 
mengajukan permohonan uji 
materiil terhadap Undang-
Undang Daerah Khusus Ja-
karta (UU DKJ) ke Mah-
kamah Konstitusi (MK). Ia 
merasa dirugikan dengan UU 
tersebut dan menganggap 
punya legal standing.

“Pada hari ini, saya, Tau-
fi qurrahman dengan didam-
pingi kuasa hukum saya, hadir 
ke MK untuk mengajukan 
judicial review (uji materiil) 
atas UU Nomor 2 tahun 2024 
tentang Daerah Khusus Ja-
karta,” kata Taufi qurrahman 
di Gedung Mahkamah Kon-
stitusi, Jakarta, Kamis (6/6).

Pasal-pasal dalam UU 
DKJ yang ia ujikan adalah 
Pasal 1 ayat (9), Pasal 6 Ayat 
(1), dan Pasal 13 Ayat (1), Ayat 
(2), Ayat (3), serta Ayat (4) 
yang berkaitan dengan teknis 
pengangkatan Wali Kota/
Bupati di Daerah Khusus  
Jakarta terhadap Pasal 1 Ayat 
(2), Pasal 18 Ayat (4), dan 
Pasal 28D Ayat (1) serta Ayat 
(3) UUD 1945.

Adapun dalam Pasal 13 
Ayat (3) UU DKJ disebutkan 
bahwa Wali Kota/Bupati yang 
berada di bawah dan bertang-
gung jawab kepada Gubernur, 
diangkat dan diberhentikan 
oleh Gubernur.

Ia merasa hak konsti-
tusionalnya sebagai warga 
negara dirugikan karena de-
ngan posisinya saat ini seb-
agai Ketua DPC Demokrat  
Jakarta Pusat, dirinya bisa 
maju menjadi calon wali kota 
di Jakarta Pusat.

Menurutnya, jabatan wali 
kota di Provinsi Daerah Khu-
sus Jakarta diangkat oleh 
gubernur sudah tidak lagi 
relevan. Ia menilai, jabatan 
tersebut seharusnya dipilih 
secara demokratis seperti dae-
rah-daerah lain di Indonesia.

“Kita ingin bahwa di  
Jakarta ini sama seperti di 
daerah-daerah lain, Wali Kota 
dan Bupati bisa dipilih lang-
sung oleh rakyat karena kita 

sama-sama tahu Jakarta bukan 
lagi Daerah Khusus Ibu Kota 
sejak terbitnya UU tentang 
IKN dan UU Nomor 29 Ta-
hun 2007 tentang kekhususan 
DKI Jakarta sudah dicabut 
dan sudah terbit UU DKJ,” 
ujar dia.

Ia pun berharap permo-
honan uji materiil yang dia-
jukan dapat dikabulkan oleh 
MK dan dapat berlaku pada 
Pemilu 2029. “Sehingga ter-
cipta atmosfer demokrasi 
yang lebih merata dan menin-
gkatkan efektivitas pelayanan 
masyarakat oleh pemerintah 
daerah di Provinsi Daerah 
Khusus  Jakarta,” ucap dia.

Dewan Perwakilan Rak-
yat (DPR) RI mengesahkan 
Rancangan Undang-Undang 
Daerah Khusus  Jakarta (RUU 
DKJ) menjadi Undang-Un-
dang (UU) DKJ pada Kamis 
(28/3/2024). Beleid itu disah-
kan dalam Rapat Paripurna 
DPR RI Ke-14 Masa Per-
sidangan IV Tahun Sidang 
2023-2024.

Terdapat 13 Bab dan 73 
Pasal dalam salinan naskah 
final RUU DKJ yang telah 
disahkan menjadi Undang-
Undang. Salah satu yang me-
narik adalah soal pemilihan 
gubernur dan wakil gubernur.

Soal gubernur dan wakil 
gubernur tertuang dalam 
Pasal 10 ayat 1, yang berbunyi: 
“Pemerintah Provinsi Daerah 
Khusus Jakarta dipimpin 
oleh satu orang Gubernur 
dibantu oleh satu orang Wakil 
Gubernur yang dipilih secara 
langsung melalui pemilihan 
umum Kepala Daerah dan 
Wakil Kepala Daerah.”  yan

Belum Lama Disahkan, UU Daerah
Khusus Jakarta Digugat ke MK

DEPOK (IM) - Men-
teri Agraria dan Tata Ru-
ang/Kepala Badan Pertana-
han Nasional (ATR/BPN), 
Agus Harimurti Yudhoyono 
(AHY) menyaksikan lang-
sung pengukuran tanah 
milik warga Depok. Pen-
gukuran ini berlangsung 
di Kelurahan Cimpaeun, 
Kecamatan Tapos, Kamis 
(6/6).

Kegiatan pengukuran 
ini merupakan langkah awal 
dalam pelaksanaan Pendaft-
aran Tanah Sistematis Leng-
kap (PTSL).

“Kegiatan pengukuran 
tanah menjadi siasat yang 
sangat fundamental bagi 
pemetaan secara keseluru-
han bidang-bidang tanah 
yang ada di berbagai daerah 
di Indonesia. Kita ingin 
melihat semakin masifnya 
pendaftaran tanah sistema-
tis dan lengkap,” ungkap 
Menteri AHY.

Ia mengikuti dengan 
cermat keseluruhan proses 
pengukuran tujuh bidang 
tanah yang total luasnya 
2.000 meter persegi ini.

Menteri AHY juga me-
nyaksikan pemasangan tiga 
patok yang merupakan ba-

gian dari Gerakan Pema-
sangan Tanda Batas (GE-
MAPATAS). 

“Saya menyaksikan se-
cara langsung pelaksanaan 
teknisnya, walaupun para 
pegawai yang menguasai 
hal-hal teknis ini, tetapi 
setidaknya bisa mendapat-
kan gambaran, memang 
mengukur tanah itu juga 
ada prosedurnya. Dan harus 
dilakukan dengan cermat, 
tidak boleh sembarangan,” 
ucap Menteri ATR/Kepala 
BPN.

Menteri AHY berharap 
melalui proses pengukuran 
yang cermat dan sistematis 
ini tidak lagi ditemukan 
persoalan seperti tumpang 
tindih batas tanah maupun 
kesenjangan data.

“Mudah-mudahan den-
gan kegiatan (pendaftaran 
tanah) ini yang dilakukan 
secara masif  di tengah-ten-
gah masyarakat kita, akan 
semakin baik memberikan 
kepastian hukum dan juga 
meningkatkan nilai ekono-
mi dari tanah yang dimiliki 
warga,” tegasnya.

Sebelumnya, Menteri 
AHY mendapat penjela-
san tentang berbagai alat 

pengukuran, termasuk 
menggunakan drone serta 
teknologi Light Detection 
and Ranging (LIDAR) yang 
bisa menghasilkan citra tiga 
dimensi.

Di Kota Depok sendiri, 
diperkirakan ada 688.797 bi-
dang tanah. Dari jumlah itu, 
97,8 persen atau setara den-
gan 673.857 bidang, sudah 
terdaftar, dan 93,6 persen 
atau  644.955 bidang tanah, 
sudah bersertifi kat.

Kantor Per tanahan 
Kota Depok menargetkan 
bisa mendaftarkan 5.000 
bidang tanah melalui pro-
gram PTSL.

“Di tahun 2024, Kota 
Depok sudah mencapai 
2.500 bidang. Saat ini se-
dang on process,” jelas 
Kepala Kantor Pertanahan 
Kota Depok, Indra Gu-
nawan.

Hadir dalam rangkaian 
kegiatan ini, sejumlah Pe-
jabat Pimpinan Tinggi 
Madya dan Pratama Ke-
menterian ATR/BPN; dan 
Kepala Kantor Wilayah 
BPN Provinsi Jawa Barat 
beserta jajaran, dan jajaran 
Forkopimda Kota Depok. 
 ber

Menteri ATR/BPN AHY: Pendaftaran
Tanah Semakin Sistematis dan Lengkap

SAKSIKAN PETUGAS BPN UKUR TANAH DI KOTA DEPOK

Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional 
(ATR/BPN), Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) menyaksikan langsung 
pengukuran tanah milik warga Depok.


